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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4 huruf a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan
pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang
menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah
Kabupaten/Kota dan Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota
di wilayahnya;

bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan
daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun
rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah  Swatantra Propinsi
Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1284);


http://kaltimprov.go.id

10.

11.

12.

-2-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembarap Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ’Qambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

|
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang NasioAal Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia;t Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700); ‘

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran \ Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 2 Nomor\ S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dehgan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 t(‘entang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia‘ Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Te‘lhun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran\ Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); i

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang—Undaﬁ'lg Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Pera‘turan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199); |

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun QdZO tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Injonesia Tahun 2020
Nomor 10);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembag"an Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 21.)08 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dae‘rah (RPJPD) Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah ProviAsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2 ‘21 tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2021-2041;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah\ Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Rancangan
Perubahannya;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimgntan Timur Tahun
2016-2036; \

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, ‘dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repu ‘lik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik In! onesia Tahun 2015
nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
nomor 2036); T

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nom“or 050-3708 Tahun

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, dan Nomenklatur Perenca]"laan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG | RENCANA KERJA

Dalam P?raturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

(1)

(2)

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
‘ TAHUN 2022.

i Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur

Dewaln Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan| Timur

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen
perenbanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun

Renca;ma Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di?ingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu | Gubernur dalam
penye‘lenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas lDaerah, dan Badan
Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

Kebija‘kan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah dokumen
yang r‘nemuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberi%can kepada Perangkat Daerah untuk setiap pro‘éram sebagai acuan
dala@ penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

|

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari

arah tematik pembangunan RPJMD Provinsi Kalimaantan Timur Tahun

2019-2023 periode ketiga dan disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja |Pembangunan dan Program Strategis Nasional serta pedoman
penyulLunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang memuat :

a. rai?cangan kerangka ekonomi Daerah,;
b. prioritas pembangunan Daerah; dan |
c. reﬁcana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu ‘1 (satu) tahun.

RKPD iProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagairxi}ana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2022.
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Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, sebagaimri:lna dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari : |

BAB I Pendahuluan; g

BAB IiI. Gambaran Umum Kondisi Daerah; \

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keua’ngarl Dearah;
BAB I\V. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB Y Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten//Kota;
BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; ‘

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

BABVII.  Penutup.

], Pasal 4

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun‘ 2022 sebagaimana
dimaksudl dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 1

‘ Pasal 5

RKPD Proﬁrinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 selanjutnya Tnenjadi :

(1) pedoan perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun]2022.

(2) pedom?n penyelarasan  prioritas pembangunaq: tahun 2022
Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi }{alimantan Timur
dengar‘} prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tl‘mur Tahun 2022,
dan. |

(3) pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi

Kalima“ntan Timur Tahun 2022 )

\ Pasal 6 \

(1) Dalam\ hal terjadi penambahan subkegiatan baru \pada KUA serta
Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, peTIu disusun berita
acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.

‘ .
(2) Penambahan subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat

terdapa}lt kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darl}lrat, keadaan luar
biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

setelah| RKPD ditetapkan.

|




Pasal 7

(1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

(2 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan
jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dimulai pada
tanggal 1Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.
Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA’BANI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
AEFINETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
------ 'Vfj]SEPALA BIRO HUKUM,

3 "N * [> ozani erawadi
J>$M 9710124 199703 1007

x ap-an
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Setiap PD/ Dinas/ Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022
dengan mempedomani RKPD Tahun 2022 serta melakukan sinkronisasi,
integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L
2022 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2022;

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam
RKPD tahun 2022 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat
daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2)
memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel
dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi
kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai
subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
RKPD Tahun 2022;

Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengendalikan
dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menjadi
bahan Perubahan RKPD tahun 2022;

Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil evaluasi akhir tahun
pelaksanaan RKPD tahun 2022 yang selanjutnya menjadi bahan bagi
penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022.
Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya
dokumen hingga masa pelaksanaannya.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
RIAT DAERAH PROV. KALTIM

GfZANI ERAWADI
‘9710124 199703 1007



